
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 huruf a 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota yang menyatakan dalam melaksanakan 
prinsip terbuka KPU Kabupaten/Kota wajib berperilaku 
memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta 
Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 huruf f 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, 
Seretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilian Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Um um Kabupaten/ Kota dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
228 menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dokumentasi 
hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang 
penyelenggaraan Pemilu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang 
Standar Pelayanan Fasilitasi Konsultasi Teknis 

Menimbang 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN, 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR 5 TAHUN 2025 

TENT ANG 
STANDAR PELAYANAN FASILITASI KONSULTASI TEKNIS PENYELENGGARAAN 

PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN GROBOGAN 

KOMISI PEMIUHAN UMUM 
KABUPATEN GROBOGAN 

I SA LINAN I 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undana-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Pemilihan Umum Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum 

Mengingat 

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Grobogan; 
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AGUNG SUTOPO 

ttd. 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN GROBOGAN, 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 22 September 2025 

KESATU 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
GROBOGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN FASILITASI 
KONSULTASI TEKNIS PENYELENGGARAAN 
PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN GROBOGAN 
Menetapkan Standar Pelayanan Fasilitasi Konsultasi Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 
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